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Salah satu permasalahan yang sedang berkembang dalam permasalahan korporasi yakni terkait Beneficial
Ownership atau dikenal denganistilah (*Pemilik Manfaat”) yang selanjutnya dapat disebut sebagai
Beneficiary Ownership ataupun Pemilik Manfaat yang pada hakikatnya merupakan sebuah sistem yang
berkembang dari sistem hukum common law menitikberatkan terhadap atas ketentuan kepemilikan ataupun
pengendalian atas hak baik yang melekat atas yang mana dalam memperoleh sebuah hak tersebut dapat
dibuktikan secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Melihat perkembangan kegiatan usaha,
diketahui bahwaterjadi beberapa pel aksanaan kegiatan usaha yang manatidak hanya sekedar untuk
mendapatkan keuntungan, melainkan terdapat tujuan tersembunyi lain seperti pelaksanaan tindak pidana
pencucian uang. Adapun pel aksanaan tersebut bertujuan untuk menggel apkan dana ataupun aset yang
seharusnya dimiliki oleh perseroan seperti adanya dana atas kewajiban pagjak yang tidak dibayarkan pelaku
bisnis. Dalam rangka melakukan penggel apan atas pajak, maka pemilik usaha dapat membentuk entitas lain
dengan kepemilikan dana milik pemilik usaha tersebut diwakilkan oleh orang lain. Melihat adanya tendensi
atas dana yang diwakilkan merupakan dana yang diperoleh secara tidak sah, maka untuk mencegah hal
tersebut Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip
Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Peraturan tersebut memberikan kewajiban
terhadap badan hukum baik berbentuk perseroan terbatas ataupun badan usaha/badan hukum lainnya untuk
wajib melaporkan pemilik manfaat sebenarnya atas dana yang diperoleh perseroan. Selain itu, melalui
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi memberikan tata cara pel aporan terhadap
badan hukum/badan usaha untuk melaksanakan kewajiban pelaporan atas pemilik manfaat. Sehingga perlu
dilakukan sebuah pengkajian dan pemahaman atas pel aksanaan pel aporan pemilik manfaat.

...... One of the problems that is currently developing in corporate mattersis related to beneficial ownership
or what is known as ("beneficial owner"), which can then be referred to as beneficial ownership or beneficial
owner, which in essence is a system that developed from the common law legal system which focuses on the
provisions ownership or control of the rights attached to which in obtaining aright can be legally proven
based on applicable legal provisions. Looking at the development of business activities, it is known that
there are several business activities carried out which are not just for making a profit, but also have other
hidden objectives such as carrying out criminal acts of money laundering. This implementation aims to
embezzle funds or assets that should be owned by the company, such as funds for tax obligations that are not
paid by business actors. In order to evade taxes, the business owner can form another entity with the
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ownership of the business owner's funds represented by another person. Seeing the tendency for the funds
represented to be funds obtained illegally, to prevent this the Government issued Presidential Regulation
Number 13 of 2018 concerning the Implementation of the Principle of Recognizing the Beneficial Owners
of Corporationsin the Context of Preventing and Eradicating Crimes of Money Laundering and Terrorism
Financing Crimes. This regulation imposes an obligation on legal entities, whether in the form of limited
liability companies or other business/legal entities, to report the actual beneficia owners of funds obtained
by the company. In addition, through the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 15 of 2019
concerning Procedures for Implementing the Principle of Recognizing Beneficial Owners of Corporations, it
provides reporting procedures for legal entities/business entities to carry out reporting obligations on
beneficial owners. So, it is necessary to conduct an assessment and understanding of the implementation of
beneficial owner reporting.



